
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR BJ TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIPTODADI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelota Bada!
Layanan Umum Daerah Pada pusat Kesehatan

Masyarakat Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas,

1. Undaag-Undang Nomor 28 Tahun l9S9 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqja di
Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor l82l);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daer:ah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Iembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penlrusunal dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Talun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 8 Nomor 1 2 1 3) ;

4.

5.

6. Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (l,embaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATUMN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN

T,AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAXAT CIPTODADI KABUPATEN MUSI RAWAS,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Nabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalal Bupati Kabupaten Musi Ra!r,as.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5. IGpala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.
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8.

9.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Ciptodadi.

7. Unit Pelalsana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalai unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalarn penyelenggaraal Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalal suatu tempat
yang digi.rnakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanar kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukaIl oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yarg menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dal upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggltingginya di
wilayah kerjanya.

l1.Badal Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalal Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efrsiensi dan produktivitas.
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12.Pola Pengelolaan Keuargan BLUD yalg selanjutnya

disebut PPK-BLUD ada.lah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkal pelayanan kepada masyaralat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan peagelolaan keuangan

daerah pada umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa
gaji, tunjangan tetap, hono.arium, insentif bonus atas
prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Ciptodadi.

16.Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangal/barang BLUD pada batas,batas tertentu
yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang bertaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit keda yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Keda pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BlUD-Puskesmas adalah Unit
Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangar yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyalit dan pemulihan kesehatan

perseorangan.



20.Upaya Kesehatan Masyaral<at yang selanjutnya

disingkat UKM adalai setiap kegiata! untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatal dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

21. Petayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup
perencanaan, pelalsanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dalr dituangkan dalam suatu sistem.

22.Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalarn rangka memperoleh manfaat ekonomis
yarg dapat meningkatkar kemampual BLUD dalam
pelayanan kepada masyarakat.

23. Tenaga kesehatan adatah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatal serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidalg kesehatan yalg untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

24. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggr.rng jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

teknis yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

25. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh
penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

26. Pendapatan adalah semua penerimaan datarn bentuk
kas yang menambah ekuitas dana lancar dalarn

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
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27.Bi^ya adalah sejumlah penggluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang s€lsnjutnya

disingkat RBA adalah dokumea perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anSgaran BLUD.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adelah dokumen

yang Demuat pendapa.tan dan biaya, pro5reksi arus

kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

pelaksanaafl anggaran oleh BLUD.

30. Rencana Strategis Bisnis yang sel,anjutnya disinlkat
Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 (Iima)

tahunan Jrang memuat visi, misi, program strategis,

pengukuan pencapaian kinerja dan arah kebiia&En

operasional BLUD.

31. Stand& Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah spn:ifikqsi tetnis tentang toLak

ukur layanan minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepa.da masyarakat.

32. Basis alrrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

pelayanan tcrjadi, tanpe memperhatikan saat kag

atau setara kas diterima atau dibayar.

33. Praktik bisnis yang schat adalah penyelenggararn

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemcn yang baik dalan rangka pemberian

l,ayanan yang bermutu dan berkesina.nbungan.
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34, Satuan pengawas intemal adalah perangkat BLUD
yang bertugas meLakukan pengawasan dan
pengendalian internal dalam rajrrgka membantu
pemimpin BLUD untuk meningkatJ<an kinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan
sosial sekitarnya (sooiol resynnsibihtgl dalam
menyelenggarakan bisnis sehat.

35.laporan keuangan konsolidasian adalah suatu
laporal keuangan yalg merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II
TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas Ciptodadi merupakan Puskesmas Rawat Inap
yang terletak di Jalan Pasa-r Desa Ciptodadi 1 Kecamatan

Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera

puskesmas.ciptodadi I @gmail.com.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasa.l 3

Visi Puskesmas Ciptodadi adalah

"Ierwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat yarg
Paripurna di Wilayah Kerja Puskesmas Ciptodadi".

Misi Puskesmas Ciptodadi adalah:

a, membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap

Keberdayaan dan Fungsi hrskesmas;

b- meningkatkan Kualitas dan Mutu pelayanan

Kesehatan Sesuai Standar;

c. meningkatkan Kualitas SDM Tenaga Kesehatal;

dan

(1)
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d. rneningkatkan Kemitraan dengan Seluruh Lintas

Seldoral.

(3) Nilai-nilai yarg dianut oleh R$kesmas Ciptoaadi

adalah:

a. profesionalisme;

b. kejujuran;

c. keadilan;

d. kercrbukaan;

e. kerjasama; dan

f. pelayananpelanggan.

(4) Prinsip-prinsip Tata Kelola antara Lain:

a, transparansi;

b. akuntabilitas;

c. reslnnsibilitas;dan

d. independen8i.

Bagian Ketigg

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Ciptodadi merupakan Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan (abupa.ten Musi Rawas.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugas dan F\rngsi Puskesmas

Pasal 5

(1) Tujuan dari Puskesmas Ciptodadi:

a. mewujudkan masyarakat yalg memiliki perilaku

sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat;

b. mewujudkan masyaralqt yanC mampu

menjangkau pel,ayanan kesehatan bermutu;

c. mewujudkan masS/arakat yang hidup dalam
lingkungan sehat; dan

d. mewujudkan masyarakaat yang memiliki derqiat
kesehatan optimal, beik individu, keluarga,

kelompok, dan maslrarakat,
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(3)

Puskesmas mempunyai tugas melaksanal(an

kebiiakan kesehatan r:ntuk mencapai tqiuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya datam

rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam mel,aksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertarna di wilayah

kefanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertarna di wilayah
kedanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah pemilik
Puskesmas Ciptodadi.

Pasal 7

(1) Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki
kewajiban sebagai berikut:

a. menjaga pelayanan Puskesm-as agar masyarakat

tetap memiliki akses pada peLayanan kesehatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan puskesmas

ssbagai bagian dari pelayanan umum;

c. mengembangkan Puskesmas sesuai dengan

perkembangan ilmu dan teknologi;

d. melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalam ralgka meningkat&an mutu
pelayanan; dal

e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

Puskesmas BLUD melalui Dinas Kesehaten.

pasaL 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungjawab:
},AIIA[ i.OORDINASI
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a. terhadap kemajuan dan perkembangan

Puskesmas sesuai dengan harapan masyarakat;

b. terhadap tercapainya pelayanan yang bermutu di
Puskesmas; dan

c. menutup deflsit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggun$awab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkar akibat
kelalaian staf Puskesmas secara berjenjang sesuai

dengan hierarki Pemerintah Daerah.

pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai

pemimpin Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang

sebagai berikut:

a. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelol,a

dar Pejabat Struktural;

c. mengangkat dan memberhentjkan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan penilaian kinerja
Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. menyeh;jui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan
Anggaran Puskesmas;

f. menetapkan aiatem remunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

g. memborikan sanksi kepada pegawai yang melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan
penghargaan kepada pegawai yartg berprestasi; dan

h. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-

undangan,

\A
10

4tl.



(2)

(3)

BAE} III
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Struktur Orgarisasi

pasal 10

(1) Organisasi Puskesmas Ciptodadi terdiri:

a. kepala Puskesmas;
b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. penanggungiawab Upaya Kosehatan Masyarakat

(UKM};
d. penganggunglawab Upaya Kesehatan

Perseora ngan (UKP); dan
e. penanggungiawab jaringan pelayanan puskesmas

dan Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
Bagan struktur organisasi dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas merupalan seorang Tenaga

Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana (Sl) dan

memiliki kompetensi manajemen ke se hatan
masyarakat;

b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.

(4) Kepala Puskesmas bertaaggungjawab atas seluruh
kegiatan di Puskesmas.

(5) Dalam melaksanakan tanggung jawab Kepala

Puskesmas merencanakan dan mengusulkan

kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawatri beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Inrormasi Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

(7) Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan

membawahi:

a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
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d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. pelayanan pencegalan dan pengendalian

penyakiq dan

f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

(8) Penanggungiawab UKM Pengembangan membawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. peLayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

c. pel,ayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. pelayanan Kesehatan Indera;

f. pelayanan Kesehatan Lansia;

g. pelayanan Kesehatan Kerja; dajl
h. pelayanan Kesehatan Lainnya.

(9) Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, dan

Laboratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanar KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;

f. pelayarranpersalinan;

g. pelayanan rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan
j. peLayanan rawatjalan.

(10) Jaringan Pelayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawalf:

a. puskesmas Pembaltu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan Desa; dan

d. jejaring fasilitas peLayanan kesehatan.

(11) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat tingkat pertasra dan upaya kes€hatan
perseorangan tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi

dan berkesinambungan.

PARAP KOORDINASI
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(3)

Bagian Kedua

Pejabat PengeloLa

Pasal 11

(1) Pejabat pengolol,a BLUD terdiri atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pcjabat Keuangal; dan

c. pejabat Teknis (penganggungjawab program).

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 12

Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

Pemimpin BLUD bertanggungjawab kcpada Bupati
melalui kepala Dinas Kesehatan.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertarggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelola

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan

pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada

pasal 12 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi

dan kebutuhan prakik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimalsud dalam ayat (l),
merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya,

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), merupakan kepentingan

BLUD untuk meningkatJ<an kinerja keuangan dan
non berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

r.it1;i I{ooRDINASI
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Pasal 14

(f) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

a. tenaga kesehatan Strata-l yang mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinal,
dan diutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkeLakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualihkasi jabatan;

pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan (fit an-d proper tes).

e. urasa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan maaajemen puskesmas.

(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalal:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpiner;

b. berlatar belakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidalg kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. pejabat Keuangan BLUD harus berasa.l dari PNS;

d. masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangal;

f. cakap melakukan perbuatan hukum dan tida}
pemah menjadi pemegang keualgan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g. memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualiEkasi jabatan; dan

b.

c.

d.
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h. diutamalen mempunyai latar bclakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai
pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi
dan keadministrasian.

(3) Syarat untuh diangkat meqiadi Pejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kritEria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. memenuhi syaiat administrasi kepegawaiar dan

kualifikasi jabatan; darr

d. diutamakan mempunyai latar trelakang
pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai
pengalaman di bidang teknis yarg menjadi

tanggungiawabnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 15

(1) Pemimpin BLUD bcrtanggungiawab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.
(2) Pejabat Keuangan BLUD bertanggungiawab terhadap

keuangan BLUD.

(3) Pejabat Tekrds BLUD bertanggungiawab terhadap

mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas sumbcr daya manusia, dan peningkatan

sumber daya Lainnya.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pejabat pengelotra mempunyai hak:

(1) Mendapatkan remunerasi sesuai

peraturan perundang-undangan

keuangan daerah;

dengarr ketentuan

dan kemampuan

15 1

AB:.t
i

lA



(2) Mengelola sumberdaya sesuai dengan fleksibilitas
yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

(U Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud datam pasal

11 ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi

penyelenggaraan kegiatan BLUD ;

menlrusun renstra bisnis BLUD;

menyiapkan RBA;

mengusulkan ca.lon pejabat pengelola

dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai

ketentuan;

e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan

BLUD sel,ain pejabat yang telah ditetapkan dengarl

Peraturan Perundang-Undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungiawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayat (b), mempunyai tugas dan
kewajibar:

a. mengkoordinaaikan pen5msr:nan RBA;

b. menyiapkanDPA-BLUD,

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. meLakukan pengeioLaan utang-piutang;

f. menlrusun kebijakan pengelolaan barang, aset

tetap, dan investa3i;

menyelenggarakan sistem informasi malajemen
keuangan; dan

menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan.

b.

c.

d.

h.

Ito,r,tA
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h. menyelenggarakan akuntarsi dan p€nJrusunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1O

ayat (c) mempunyai tugas da:r kewajiban:

a, menl rsun perencanaan kegiatan telrrris

dibidangnya;

b. melalsanakan kegiatan tekois sesuai RBA; dan

c. mempertanggungiawabkarr kine{a operasional

dibidangaya.

Bagian Ketujuh

Larangan darr Pemberhentian Pejabat Pengelola dan

Pegawai

Pasa.l i 8

Larangan pejabat pengelola dan/atau pregawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

b. menyalahgunakan wewenang;

c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang Lain;

d. memiliki, me4iual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak
sah;

e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
pemerintah kabupaten;

(3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1O

PARAF KOORDINASI



f- melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakar yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
h. mencalonkan diri sebagai calon kepala

daerah/DPR/DPD/DpRD;

i. ikut serta dalam kampanye calon presiden/Wakil

Presiden, DPR, DpD, atau DPRD;
j. memberi dukungan kepada caloo Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampanye.

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD diberhentikan
karena:

a. meninggal dwiai
b. berhalangan secara tetap selama 3 (risa) bulan

berturut-turut;

c. tidak mel,aksanakan tugas dan kewajibannya
dengan baik;

melanggar kebijakaa atau ketentuan-ketentuan
lain yang telalt ditetapkan;

mengundurkan diri kar€na alasan yang patut;
atau

f. terlibat dal,am suatu perbuatan yang melanggtrr
hukum.

(2) Pemberhentian Pejabat pengelola puskesmas BLUD
yang berasal dari Non pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

d.



BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 2O

Fungsi lrlayanan Puskesmas Ciptodadi didasarkan pada

fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan perseorangan

(UKP), Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan
Fasyankes serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 21

Fungsi pendukrrng sebage,imana tersebut pada pasal 2O

meliputi fungsi manajemen puskesmas dan Satuan
Pengawas fnternal.

Pasal 22

(1) Tugas pokok Satuan Pengawas Intemal:
a, mengawasi Grhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b, menilai pengendalian prengelolaan dan
pela,ksanaan kegiat€n BLUD Puskesmas; darr

c. memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskesmas.

(2) F\rngsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. pelaksana pengawasan terhadap segala kegiatar
BLUD Puskeemas keuangai dan pelayanan;

b. penelusuran kebenaran laporan atau informasi
tentang penyimpangan yang terjadi; darr

c. Ircmantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pcngawas fungsional.

(3) Satuan Penga$/as lnternal dibentuk 6"r, 61 let.pkan
dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

(4) Satuan Pengawas Internal berkedudukan dibawah

dan bertanggungiawab kepa.da Kepala Puskesmasl

(5) Satuan Pengawas Intemal diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.



BAB V

PROSEDUR KER.IA
pasal 23

(l) Prosedur kerja setiap proses pengeloLaa.rl manajerial
dan pelayanan telah didokumentasikan dalam
Stand'ar Opemting Proedure (SOE. SOp merupakarl
acuan bagi seluruh petugas di.lql"m melaksanakan
pekerja,an. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan

bagian vital dalam pengelolaa-n puskesmas darr

diharapkan merupakan suatu standar baku delam
proses bisnis Puskesmas Behingga pelayanan kepada

seluruh pengguna dapat mencapai standar yarrg

diinginkan.

(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il peraturan

Bupati ini.

BAB VI
ESEI,oNISASI

Pasd 24

(1) Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesuaikan dengar ketentuan Pe.aturan perundang-

Undangan,

Jika Pejabat Pengelolia Puskesmas BLUD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Non pegawai

Negeri Sipil, maka hak-ha& yang menyangkut
tunjangan jabatan disesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

Peng€lolaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud mcrupakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai sumber daya manusia yang

berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan
kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan orgaaisasi secara elisien, efektit dan
produktif.

(21
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(2)

(3)

Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga

kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban ke{a
dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

diselenggarakan, jumlah penduduk dan
persebarannya, kara-kteristik wilayah ke{a, luas

wilayah ke{a, ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waktu kerja.

(4) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:

a. dokter atau dokter layanan primer;

b. dokter gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan masyarakat;

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;

g. ahli teknologi laboratorium medik;

h. terraga gjzt;

i. tenaga kefarmasian; dan
j. perekam medik.

(5) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,

sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di
Puskesmas.

(6) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

keselarnatan pasien dengan memperhatikan

keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

(7) Setiap Tenaga Kesehatal yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan.



(1)

(21

(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non pNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai
dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, promosi, reward. punishment, sarnpai dengar
pemutuaan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung
jawab darl tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),
merupal<an imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon darl/atau pensiun.

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),
untuk BluD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usulan pemimpin BlUD-puskesmas

melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yarlg berdasarkan:

a. ukuran (srze) dan jumlah aset yang dikelola
BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangal persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yarg ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkal antara lain
indikator keuangan, pelayanan, mutu dan
manfaat bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis
ditetapkan paling banyal< sebesar 9O9o (sembilan

puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

(3)

(4)

(s)
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(6) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung
berdasarkan indikator pe n ilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic inde$;

b. keterampilal, ilmu pengetahuan dan perilaku

(@mpetencA ind.el;

c. risiko kerja (ri-sk indel;
d. tingkat kegawatdaruratan (emergenc! ind,efi;

e. jabatan yang disandang (posirrolr d.ex); dar,
f. hasil/capaian kineqa Qterformancr hde$.
Bagi pejabat pengelola darr pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti
peraturan perundaag-undangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahar
penghasilan sesuai remunerasi yajlg ditetapkal oleh

Bupati.

Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatalnya memperoleh penghasilan sebesar 50%

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan terakhir yang bertaku sejak tanggat

diberhentikan sampai dengan ditefefkannya
keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikal sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 27

(1) Untuk menjarnin ketersediaan, ketedangkauan, dan

kualitas pelayalan umum yalg diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(71
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(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimal<sud

pada ayat (1) hanis mempertimbangkan kualitas
pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan layalran serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(a) Standar pelayanan minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus padajenis pelayaaal;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dart dapat diandalkan; dan

e. tepat wal<tu.

(5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a, mengutamalan kegiatan

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan

fungsi BLUD.

(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatal yang pencapaiannya dapat

dinilai sesuai dengan standar yang tetah ditetapkan.
(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemanfaatannya.

(8) Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan
yang sejalal, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas darl fungsi BLUD.

(9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hurul e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan
pelayanan yang te1.1'r 6i1st.pl1an.

BAB X

TARIF LAYANAN
pasal 28

(1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanal
yang diberikan.

I,/.PJIF lltatJ:i,t:.;
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(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

sebagaimana dimalcsud pada ayat (1), ditetapkan

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil
perinvestasi dana.

(3) Taril sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yalg wajar dari investasi dana dan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran taril atau pola tarif sesuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BlUD-Puskesmas diusulkar oleh

pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Kesehatan.

(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layanal sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layalan, daya beli masyarakat, serta

kompetisi yang sehat.

(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.
(9) Pembentul<an tim sebagaimara dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

berasal dari:

a. pembina teknis;

b. pembina keuangan;

c. unsur perguruan tinggi;

d. lembaga profesi.

(1O) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan

perkembangan keadaan.
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(11) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(10), dapat dilakukan secara keseluruhan mauprm
perunit layanan.

(12) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1O) dan ayat (1U, mempcrtimbangkan

kontinuitas dan pengembaagan layanan, daya beli
masyarakat, serta kompetisi yang sehat-

BAB 
'CPENGEIOIAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

(1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa Layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Pendapatan BLUD yarg bersumber dari jasa layanan

sebagaimana di?rlFksud pada ayat (1) huruf a, berupa

irnbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (f ) huruf c, dapat berupa
perolehan dari kerjasama olrcrasional, sewa menyewa,

dan usaha lainnya yang mendukrmg tugas dan fungsi
BLUD.
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(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, .lapat

berupa pendapatan yang berasa-l dari otorisasi kredit

anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau
tugas pembantuarr dan lainlain,

(7) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakaa secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) Lqin-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf I antara laini

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

I komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; darr

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah tcrikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Eibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

la
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(11) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf t
dilalcsanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain{ain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i1) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulal.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seturuh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam ralgka menuqjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan, kegiatan pelayarran, dan kegiatan

pendukung pelayalal.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dal kegratan.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. Biaya pelayanal; dan

b. Biaya umum darr administrasi.

Biaya pelayanan sebagaimana dimalsud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(4)

(s)

(6)

(71



(8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf b, mencakup selunrh

biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengar kegiatan pelayanan.

(9) Biaya pclayanaa sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; darr

e. biaya barang dan jasa; dan biaya petayanan lain-

lain.

(1O) Biaya umum dan adminhtrasi sebagaimana pada

ayat (8), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi LainJain.

(11) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), terdiri da.i;

a. biaya bunga;

b. biaya admin istrasi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; darr

e. biaya non operasional lain-lain.
(12) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang brsumber

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) huruf
a, huruf b, huruf c, dan hr:ruf f disampaikan kcpada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada almt (12), dilakukan
dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri
dengan Surat Pemyataan Tanggungjawab (SPIJ);

t^ 29
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(14) Pengeluaran Biaya BLUD diberikan fleksibilitas

dengan mempertimbangkan volume kegiatan

pelayalan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA

yang telai ditetapkan secara delinitif.
(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hsnya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam ha1 terjadi kekurangan anggamn, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambang batas RBA sebagaimana dimal<sud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkal fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentaae sebagaimana dimaksud pada ayat

(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daera]l.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimara

dimaksud pada ayat (19), merupalan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menlrusun Renstra Bisnis BLUD.

30b
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(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup pemyataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaial kineda, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan
lima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat
suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
seauai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi
dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan
berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimat<sud pada ayat
(2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkar: potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6) Pengukuran pencapaian kineda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat F,engukuran yang

dilakukal dengan menggambatkan pencapaian hasil
kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi

tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimala
dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian
kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lirna) tahun.
Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2l,, memuat perkiraan
pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan
selama 5 (lima) talun.
Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimalsud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pen5rusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

17l
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(1O) BLUD men)rusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) PenFrsunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badal lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD tainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggararl pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan majru lforword estimo,tel,

j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.

(14) RBA sebagaimara dimaksud pada ayat (131, disertai

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(f5) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimalsud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan

realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

, \1, t

l--ll



e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti

sehubu{rgan dengan pencapaian kinerja tahun
berjalan.

(16) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, altara lain:

a. tingkat inflasi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palayanan.

(17) Target kinerja sebagaimala dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara [ain:

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncarrakal.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa pelayanan yang diberikan, setelah

memperhitungkal seluruh komponen biaya dan

volume barang dal/atau jasa yang akan dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebagaimala dimalsud pada ayat

(13) huruf e, merupalan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan

seperti tercermin dari tarif layaran.
(20) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf t merupakan rencala anggaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.



(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan tlultuasi
kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuarrgan sebagaimana dimalsud

pada ayat (f3) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan aeperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan malt lforuard estimo'te) sebagaimana

dimaksud pada ayat (i3) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun alggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan

ya.Ilg telah disetujui dan menjadi dasar penSnrsunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dima}sud pada ayat (13) hurufj, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasen pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RNA-Dinas Kesehatan / APBD sebagaimana

dimakeud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan

Kesehatan/APBD.

format RKA-Dinas

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat l12l disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

k
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(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPfiD disampaikan

kepa.da Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan peneLaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada aJrat (3O), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentaog APtsD

sebagaioana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA defrnitif.

(33) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar penlrrsunan DPA-BLUD untuk

di4jukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

DPA-BLUD sebagait:narra dimsksud dalam Pasal 31

ayat (33), mencakup antana lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada Peraturan

Perundang-Undangan.

(U
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(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD ta}run sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikal dana yang bersumber dari APBD,

(6) Penarikan darla sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

baralg dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengal

ketentusl peraturan perundang-undangal.

(7) Penarikan dana untuk belaaja barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

lmismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikal, dengan

memperhatikan angg.r€rn kas yalg telah ditetapka!

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pefarjian kineta sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungan ketja arttara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituaagka-n

dalam pe{anjian kir:.eia (@ntractual performan<n

agrcemen|.

(1Ol Dalam perja-njian kinerja sebagaimara dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggaralan kegiatan pelayanan umum

dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimakeud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk
meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.

K
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Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

BLUD menerapkan sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis

l.ang sehat.

Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

basis akrual baik dalarn pengaluan pendapatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

BLUD rrengembangkan dan menerapkan sistem

akuntansi dengan berpedoman pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Laporan keualgan BLUD terdiri dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

targgal tertentu;

b. traporan operasional yang berisi informasi jur{ah
pendapatan dal biaya BLUD scLama sstu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan aldivitas pendanaan dan/atau pembiayaal

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dal saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. catatan atas laporart keuangan yang berisi

penjeLasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam Laporal keualgan.

(4)
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(4)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

informasi pencapaian hasil/ kelua-ran BLUD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan

peraturarl perundaJlg-undangal.

Setiap triwulan BluD-Puskesmas menyusun dan

menyarnpaikan laporan operasional dai laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

Setiap semesteran dan tahunan BlUD-Puskesmas

wajib men1rusun dan menyampaikan laporan

keuangan lengkap yang terdiri dari laporal

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatar

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja

kepada PPKD metalui Kepata Dinas Kesehatan untuk

dikonsolidasikal ke dalam laporan keuangar Dinas

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Penjrusunan laporan keualgan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan

standar akuntansi pemerintah.

BAB xII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA T,AIN

Pasal 35

Sumber daya 1,ain adalah seluruh aset dan kegiatan

yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

operasional dan dikelola oleh Puskesmas.

Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskesmas.

Pengelolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

(s)

(6)

(1)
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(1)

(4) Sistem pengelolaan sunber daya Lain disustrlkal oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB )oII

PENGELOI,AAN LINGKUNGAN

Pasal 36

Dalam menjaga kelestarian lingkungar, Puskesrnas

wajib mengelotra limbah Puskesmas mel,alui

IrenJrusunan UPL (Upaya FengeloLaan Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pcngelolaan limbah padat dan cair,

pengawasan, dart pengendalian vektor.

PengeloLaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu Jrang 6ilgtcfkan secara nasional dan regional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, fisik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.

Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non

medis.

PengeloLaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB)(IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaal
Pasal 37

(1) Pembinaan teknis Puskesmas ditakukan oleh Kepala

Dinas Kesehatan,

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh

Pejabat Pengelol,a Keuangan Daerah (PPKD).

(21

(3)

(41
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(1)

l2l

Bagian Kedua

Pengavrasan

Pasal 3a

(l) Pengalrasan Puskesmas d af<ukan oleh Inspekorat

Kabupaten,

(2) Pengawasan operasional dapat dilakukan oleh

Satuan Pengawas Internal (SPI).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI,AIAN KINER.'A

Pasal 39

Evaluasi dan penilaian Kinerja BlUD-Puskesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupati tfrhadap aspek

keuangan da-n non keuanggn.

Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (t), dipergunakan untuk mengukur

tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD

ditetapkan dalaa Rencana Strategis Bisnis (Renstra

BisniB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

BAB XVI

KETENTUAN IAIN-UUN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai

ketentuan dan peratulan pelaksanaan untuk
melsksanakan pola tata kelola ini, yang meliputi

Peraturan Puskesmas, Peraturan tentang ketenagaan,

serta pcraturan lain yang tidak dicantumkan dalam pola

tata kelola ini atas usulan Kepala Puskesmas.

], !.R\I KOCT'DIIIASI



BAE} XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini berlaku sejak tanggat ditetapkan.

Agar setiap orang mengeta-huinya, memerintahkan

Pengundalgan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal I SE+cnub"" 2}rn

Diundangkan di Muara Beuti
pada tangga.l 6 &PlttttU' 2}lg
SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OT9 NOMOR.&

!/ r.l.{: I o():r1){.1sl
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{

IAMPIRAN II : PERATI,,RAN BI,,PAII MUSI RACIAS
NOMOR : 8t TAHUN 2OI9
TENTANG TA?A KEIOIA BADAN
IAYAI{AN t'Mtn[ DAERAH PADA
PUSAT KESEI{ATAN MASYARAKAT
CIMODADI IGBT'PATEN MUSI
RAWAS

PROSEDT'R KEzuA PUSKESMAS CIPTODADI

I. SOPPelEyanan

A. soP pada Upaya lGschatan Feroranaan p@ eudrceoas

ciptodadi

1. SOP PelayanaJs Gawat Darutaq

& SOP Fenerimaan PaEien;

b. SOP Femulangan Pasien; dan

c. SOP P€rnbaya.En PaEien:

fl Tunsi

2) Non Tunai

2. SOP Felayanan Rasat Jala4
a- SOP Fencrimaan Pasien;

b. SOP Pcaulangan Pasien; dan

c. SoP Fcmbayaran Pasien:

f) Tunai

2) Non Tunai

3. SOP Fcrsalimn;

4. SoP Pelayanan Laboratorium sederhana;

5. SOP Feleyanan Farmasi;

6. SOP Pelaygnan tlizi;
7. SOP Felayunan ksien lGluarBa Miskin;

8. SOP Pelsyanan Rckam Mcdik
9. SOP Fcngelolaan Linbah;

1O. soP Administreei .lFn Manajemcn;

1f. SOP Felayanan Arbulanst
12. SOP Pemeliharaan;

13, SOP Pcnccgahan dan Fengendalian Infcksi; dan

la. SOP Fclayarun lGaeanan



lI.

SOP pada Upaya Kcsehatan Masyarakat (UKM) Pusk6maB

Ciptodadi

1. SoP Felayaaan IGsehatsn Ibu Hamil;

2. SOP Petayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

3. SOP Felayanan tGschatan Bayi Baru L€hir;

4. SOP Pelayansn Kesehatan Balita;

5. SOP Felayanan lGs€hatan Pada Usie Pendidikan Dasar;

6. SOP Pelayanan lGeehatan pada Usia Produlrtif;

7. SOP Pclsyansn K$ebatan pada Usia tanjut;

8. soP Pelayanan Keschatan Penderita Hipertenai;

9. soP Felayaflan lGaehatan Pendcrita Diabetrs MelihrE;

10. SOP Felayanan Keseharan Orang dengan Gansuan Jiwa Beraq

ll.SOP Felayanan l<csebatan Orang dcngan Tubcrkulosis (IB);

dan

12. sCrP Fclsyan tr feochetan orang dcngan Risiko Terinfeksi HIV'

SOP Selain Pelayanan

A. SOP Pegawai

1. sOP Rc,truitmen Fegawai;

2. SOP Pengqmbangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pembcrhentisn Pegawai

B. sOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Fengadoon

2. SOP Femeliharaan

PAR- !' KOO:{,I!'IA


